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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR f TAHUN 2008 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
KABUPATEN JEPARA 

DENGAN AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA 

• 

Menimbang 

Mengingat 

' 

a. batrwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan 
Pererintahan Antara Pemerintah, Pererintahan Daerah 
provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten 4 Kota dan 
Peraturan Pemerintah Nmor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang pert untuk 
meryesuaikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu membentuk¢ Peraturan Daerah tentang 
Organisasi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Jepara 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Noor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kall diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang 32 Tahun 2004 tentang Pererintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844) 
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4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah usat dan Permerintah Daergh 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438) 

5. Peraturan Pererintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Satuan Polis Pgenong Praia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tamnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nor0r 4428) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Ped@man erbinaan dan Pengawassn eyelenggarage 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Noor 165, Tambahan Lembaran Neg%r 
Republik Indonesia Nomor 4593), 

7. Peraturan Pererintah Noror 38 Tahun 2007 tentang 
embagian Lrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daera Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Norr 4737) 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 200, Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741) 

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan an Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan; 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Urusan Pererintahan yang menjadi Kewenangar 
Pererintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 2) 

Degan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAN 
KABUPATEN JEPARA 

BUPATI JEPARA 

MEMUT USKAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA 
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN 
JEPARA 
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KETENTUAN UMUM 

Pasal 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 
f Daerah adalah Kabupaten Jepara; 
2. Pemeritah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pernerintahan daerah 
3. Bupati adalah Bupati Jepaea, 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara 
5. Satuan Polisi Praia adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara a 

meryelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan 
Daerah dan Keputusan Bupati 

6. Polisi Parong Praia adalah aparatur Pernerintah Daerah yang melaksanakan 
tugas Bupati dalam rerelihara dan menyelenggarakan ketentramnan dan 
etertiban urmum, renegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati 

7 Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang 
memungkinkan emerintah Pererintah Daerah dan masyarakat dapat 
melakukan kegiatanya dengan tentram, tertib dan teratur 

• Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang 
berada pada Satuan Polisi Pamnong Praia 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasa 2 

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Satun Polisi among raja 

BAB Ill 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

Bagian Pertama 

Kedudukan 

Pasal 3 

Satuan Polis! Pamong Praia merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang 
Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta penyelenggaraan 
ketentraman dan ketertiban urum diplmpin oleh seorang Kepala Satuan yang 
berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Bupati melalul Sekretaris 
Daerah 
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Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 4 

(1)Susunan organisasi Satuan Polisi Pamomg Praia terdiri dgr 
1. Kepala, 
2 Sub Bagian Tata Usaha 
3. Seksi Pengembangan Kapasitas; 
4, Seksi Pembinaan, Operasional dan Penegakkan Perda 
5. Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi among Praja sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini 

Bagian Ketiga 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Pa#al 5 

(1)Satuan Polisi among Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan 
menyelengarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan 
Daerah dan Keputusan Bupati 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Satuan Polisi 
Pamong Praja menyelenggarakan fungsi 
a. penyusunan program an pelaksaa.an etetraan damn ketertiban urTrT, 

penegakan eraturan Daerah dan Keputusan Bupati 
b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan 

etertiban urnum di daerah; 
c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati 
d. pelaksanaan koordinasi pereliharaan dan penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati 
dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sip (PPNS) dan 
atau aparatur lainnya 

e. pengawasan terhadap masyarakat agar mernatuhi dan mentaal eraturan 
Daerah dan Keputusan Bupati 

BAB IV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 6 

(1)Kel0mpok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 
selaku ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi 
Pamong Praja, 

(2) Kelornpok jabatan fungsional dapat dibagi kedalam sub kelompok sesuai dengan 
kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 

(3) Jurnlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenils, dan beban kerja 
yang ada 
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(4) Pembinaan terhadap tenaga fungsione dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 

BAB V 

TATA KER.JA 

Pasat 7 

Satan Polisi Pamnong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang 
penegakan, penertiban, pengamanan, dan penyuluhan diselenggarakan sesuail 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Pasal 8 

Satuan Polisi Pamong Prajg 
mnenerapkan prinsip Koor(dinars 
maupun horisontal 

dalam melasanakc.an kewenangannya wajib 
integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal 

L Pa#al 9 

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Saluan Polisi Parnong Praia 
bertanggung jawab remimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk 
bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

Pasal 10 

Setiap unsur pimpinan pad unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk­ 
petunjuk dan bertanggung jawab kepada ata#an masing-masing serta 
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya 

ESELON 

Pasal 11 

(1)Kepala Satuan Polisi among Praja merupakan jabatan struktural eselon Illa 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural 
eselon IV a 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 12 

(1)Kepala Satuan Polisi Pamong Praia apabila dirutasikan menjadi Kepala Bidang 
pada Dinas Daerah Badan atau Kepala Bagian / Kepala Bidang pada Rumah 
Sakit Lum Daerah tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasl 
lainnya dalam jabatan struktural eselon Ill a 
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EPARA TAHUN 2OO3 NOMOR 11

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang sudah 
ada dan masih melaksanakan tugas tetap menjalankan tugas jabatannya sampai 
dergan dilantiknya Pelabat Struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini 

(3Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan 
Daerah ini dilakukan paling lambat pada tanggal 2 Januari 20O9 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUT'UP 

Pasal 13 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka BAB VII Pa$al 23 sampal 
dengan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 200T 
tentang Pembentuan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga 
Teknls Daerah Kabupaten Jepara (Lermbaran Daerah Kabupaten Jepara Tahur 
2007 Nmor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11) 
icabut dan dinyatakan tidak beraku 

asal 14 

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Satan 
Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Bupati; 

(2 Hal-hal lain yang belum diatur dalamn Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupat 

Pasal 15 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penermpatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Jepara 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 6 Nop»be .o8 

HE NDRO MARTOJO 
Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 6 Nole o6 

Pit. $EKRETARIS DAERAH 

%, 
BAS/RUN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR H 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR H TAHUN 2008 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KER.JA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN 
JEPARA 

L. PENNELASAN UMUM 

embentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi among Praia 
adalah merupakan tindaklanjut dari ketentuan yang diamanatkan oleh Lang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintaban Da@rah dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perang#at Daerah 

Pengaturan Kelembagaan Perangkat Daerah ini dimaksudkan sebagal 
pengganti dari pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah larna 
yang masih mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Norm&r 8 Tahun 2003 
Dengan demikian pembentukan organisasi perangkat daerah yang baru ini pada 
prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasaan yang luas untuk menetapkan 
ebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, 
potensi dan kebutuhan erta kemarnpuan keuangan daerat 

Dengan penetapan pembentukan organisasl dan tata kerja Satuan Polis 
Pamong Praia diharapkan akan lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna 
serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan kewenangan asas 
otonomi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan pada Satuan Polisi among 
Praja 

" PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas 

Pasal 2 
Cukup jelas 

Pasal 3 
Cukup [elas 

Pa#Al 4 
Cu#up jelas 

Pesa 5 
Cukup jelas 

Pasal 6 
Cukup jelas 
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Paet 7 
Cukup jelas 

Pasel 8 
Cukup jears 

Peal 9 
Cukup jelas 

Asal 10 
Cukup jelas 

Pasal 11 
Cukup jelas 

Pasal 12 
Cukup jeles 

Pasal 13 
Cutup [els 

Paeal 14 
Cukup jel 

Pasal 15 
Cukup jelas 

I 

I 

v 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 
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